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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR      19 A     TAHUN  2010

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM FARMER EMPOWERMENT

THROUGH AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND INFORMATION (FEATI)

BUPATI BANTUL,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas dan pendapatan petani yang berasal dari sumber daya pertanian dengan pemberdayaan petani melalui teknologi dan informasi, Sumber Daya Manusia Pertanian Departemen Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan Kabupaten Bantul sebagai lokasi Program FEATI oleh bahwa Program FEATI tersusun dalam bentuk Project Implementation Plan yang berlangsung mulai Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2011;



	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Struktur Organisasi Program Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information (FEATI) di Kabupaten Bantul;



	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;



	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



	
	
	5.
	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;



	
	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;



	
	
	7.
	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 301/KPTS/LP.120.4/96 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;



	
	
	8.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul;



	
	
	9.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2009 tantang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010;



	
	
	10.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;



	
	
	11.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;




MEMUTUSKAN  :

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Struktur Organisasi Program Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information (FEATI) di Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.



	KEDUA
	:
	Tempat Kedudukan Program FEATI di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berada pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul. 



	KETIGA
	:
	Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.



	KEEMPAT
	:
	Tugas Personalia FEATI sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA adalah :

a. Kuasa Penguna Anggaran (KPA);

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dilaksanakannya;

5. melakukan pengujian atas tagihan yang memerintahkan pembayaran;

6. melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; dan

10. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang telah dipimpinnya.

 

	
	
	b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

1. memimpin Proyek Implementasi Unit (PIU) dalam menyelenggarakan kegiatan Program, mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap pencapaian tujuan Program;

2.  menentukan kebijaksanaan /pengarahan baik yang bersifat umum maupun khusus, menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Program baik fisik maupun keuangan;

3.   melaksanakan koordinasi PIU;

4.   menandatangani berkas dokumen pendukung bagi keperluan Replenishment/Reimbursement Loan yang akan diproses ke Departemen Keuangan;

5.   menandatangani data dan SPP Kontrak;

6.   bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan dan keberhasilan pencapaian tujuan Program baik fisik maupun keuangan;

7.   menerima, menilai laporan dan bertanggung jawab pelaksanaan fisik  dan keuangan dari para pelaksana;

8.   mempersiapkan dan menyampaikan laporan serta pertanggungjawaban tepat waktu;

9.   bertanggung jawab terhadap inventaris/asset pengadaan;

10.  menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan instansi terkait termasuk dengan negara donor;

11. Melakukan pemeriksaan Kas Program minimal tiga bulan sekali; dan

12. dalam melaksanakan tugasnya PPK bertanggung jawab kepada KPA.

    

	
	
	c. Penguji SPM;

1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang                                                                                                                          dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara dan diketahun/disetui oleh PPK;

2. meneliti kelengkapan SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS, Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara;

3. melakukan verifikasi SPP;

4. menyiapkan SPM;

5. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

6. melakukan akutansi SKPD; dan

7. menyiapka laporan keuangan SKPD.

     

	
	
	d. Asisten Teknis/Tata Usaha;

1. membantu Pejabat .Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengelola  Administrasi/Ketatausahaan sesuai dengan DIPA, PO, ROK sesuai peraturan perUdang-Undangan yang berlaku;

2. menyiapkan dan menyusun petunjuk administrasi keuangan prosedur pengadaan dan tata kerja program bekerja sama dengan pelaksanaan utama urusan lainnya;

3. melakukan pengelolaan seluruh kegiatan yang berhubungan    dengan     ketata     usahaan   program, personalia perlengkapan dan kerumah tanggaan serta perjalanan dinas;

4. melakukan hubungan dan kerjasama dengan pelaksana bagian program lainya serta Instansi yang berkaitan dengan kegiatan program;

5. memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan terhadap bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

6. mewakili untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebatas pelimpahan wewenang yang tercantum dalam Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila Pejabat Pembuat Komitmen berhalangan.

  

	
	
	e. Asisten Bidang Pengadaan/Procurement Officer (PO);

1. melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh Program FEATI;

2. merencanakan dan melaksanakan kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa;

3. menyusun petunjuk pelaksanaan tentang prosedur dan administrasi pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan;

4. mempersiapkan dan menyusun dokumen lelang;

5. mengajukan draft dokumen lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

6. memantau dan mengevaluasi pengadaan barang dan jasa;

7. menyusun/membuat laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT) dan Laporan Tahunan (LT) barang inventaris Program FEATI sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk disampaikan ke instansi terkait;

8. memeriksa dan meneliti berkas-berkas yang berkaitan dengan tagihan pengadaan barang dan jasa; dan

9. menyimpan dan mengamankan seluruh berkas pengadaan barang dan jasa.



	
	
	f. Tugas Bendaharawan;

1. membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pemimpin Bagian Program dalam mengelola keuangan Program sesuai DIPA, PO, ROK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. membuat dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (DU, TU, GU dan LS) atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

3. menerima, menyampaikan dan melakukan pembayaran dan UYHD yang diterima dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN);

4. menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

5. membuat dan menyampaikan laporan keadaan kas (LKKP/LKK-RK) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

6. melakukan pungutan dan penyetoran pajak dan penerimaan bukan pajak (non tax) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Keadaan Kredit Anggaran, baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) maupun Bantuan Luar Negeri (LKKA-P/LKKA-RK);

8. membantu mengendalikan pemberian uang muka kerja dan melaporkan saldo uang muka kerja kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setiap akhir bulan;

9. bendaharawan wajib membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memantau pertanggungjawaban keuangan Bendaharawan Penerima Surat Kuasa (BPSK);

10. mengamankan penyimpanan uang kas;

11. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan bimbingan kepada bawahannya; dan

12. melakukan koordinasi dengan Financial Officer (FO).

 

	
	
	g. Asisten Bidang Pemantauan dan Evaluasi Monitoring and  Evaluation Officer (Monev);

1. membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam bidang monitoring dana evaluasi meliputi aspek pelaporan dan pemantauan;

2. mengumpulkan, mengelola dan menyusun bahan laporan bulanan, triwulanan, tahunan dan complection report kegiatan Program FEATI;

3. menyusun rencana kegiatan fisik dan rencana anggaran Program FEATI, bekerjasama dengan Sekretaris Program Financial Officer, Bendaharawan dan unit terkait; dan

4. mengolah simpro/pengembangan dokumentasi dan informasi.



	KELIMA
	:
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Program FEATI, APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak terkait.

 

	KEENAM
	:
	Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal  11 Jan 2010 

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian                                      Kementrian Pertanian di Jakarta;

2. Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian                                 Kementrian Pertanian di Jakarta;

3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Kepala KPPN Wilayah Yogyakarta;

5. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Prop.DIY;

6. Kepala BPTP Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul;

9. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

10. Ka.Bag. Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul;

11. Yang bersangkutan

            Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN  II

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR      :   19 A   TAHUN 2010

TANGGAL  :    11 JANUARI 2010

SUSUNAN DAN PERSONALIA

	NO


	JABATAN

DALAM PROGRAM
	JABATAN

DALAM DINAS


	KETERANGAN



	1.
	Kuasa Pengguna Anggaran
	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Bantul
	

	2.
	Pejabat Pembuat Komitmen
	Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Bantul
	

	3.
	Penguji SPM
	Ka. Bid. Penyuluhan BKPP Kabupaten Bantul
	

	4.
	Asisten Teknis / Sekretaris Program
	Penyuluh         Pertanian 

Kabupaten   Bantul
	H. Sugeng Prayitna,SP



	5.
	Asisten Pengadaan / Procuremen Officer
	Penyuluh     Pertanian

Kabupaten   Bantul
	Ir. Yulius Sugiharto,MP



	6.
	Asisten Pemantauan Evaluasi/Monitoring and Evaluation Officer
	Ka.Sub.Bid. Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluhan BKPPP Kabupaten  Bantul
	

	7.
	Bendahara / PUMK
	Unsur  BKPP   Kab.  Bantul
	Zamzuri Sunaryo, STP



	8.
	Asisten Keuangan /

Financial Officer


	Unsur   BKPP   Kab. Bantul
	H. Irianto, STP


BUPATI BANTUL,

                                 




                                           M.IDHAM SAMAWI 

LAMPIRAN  I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR      :  19 A TAHUN 2010

TANGGAL  :   11 JANUARI 2010

           STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM FARMER EMPOWERMEN

    THROUGH AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND INFORMATION (FEATI)

                                              DI KABUPATEN BANTUL

	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)



	KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN                KABUPATEN BANTUL





	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



	SEKRETARIS BADAN KETAHANAN PANGAN 

DAN PELAKSANA PENYULUHAN 

KABUPATEN BANTUL





	PENGUJI SPM





                                           


BUPATI BANTUL,

                                                                              M. IDHAM SAMAWI



ASISTEN


TEKNIS








BENDAHARA


/PUMK





ASISTEN


KEUANGAN/


FINANCIAL


OFFICER

















ASISTEN PENGADAAN/


PROCUREMEN OFFICER





ASISTEN PEMANTAUAN & EVALUASI MONEY








KOORDINATOR  PELAKSANA


KEGIATAN








